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KOUISI PEMILIHAI{ UMUM

KOTA PANGKALPINANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

SALINAN

a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kota Pangkalpinang Nomor 155 Tahun 2023

tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi

Pendidikan Pemilih Kepada Segmen Kelompok Marginal

Pemilihan Umum Ta}run 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang

Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi

Pendidikan Pemilih Kepada Segmen Kelompok Marginal

Pemilihan Umum Tahun 2024;

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undarrg-Undang Nomor 7 Tahun 2023 ter:lang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2OL7 tentang Pemilihan Umum Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6827);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (L,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang

Perubahan...
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Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

2Ol3 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 |PMK.O9 /2OI9
tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu

Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 193);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahtn 2022

tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 5741;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022

tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum

dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

1160);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 /PMK.O2 /2022
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

4s4l;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232|PMK.OS /2022
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahtn 2022

Nomor 1452);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIFIAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBAYARAN

HONORARIUM NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI

PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA SEGMEN KELOMPOK

MARGINAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
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KESATU

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Melakukan Pembayaran Honorarium Narasumber Kegiatan

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Segmen Kelompok

Marginal Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam l.ampiran Keputusan yang merupakan

bagral tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Menetapkan Besaran Honorarium Narasumber Kegiatan

Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Segmen Kelompok

Marginal Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan

bagran tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Besaran Honorarium Narasumber Kegiatan Sosialisasi

Pendidikan Pemilih Kepada Segmen Kelompok Marginal

Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang

Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 21 Desember 2O23

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepal4 Sub Bagian Hukum

Daya Manusia,

YULIANA SANDRIANI

SAR

KEDUA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER
KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH
KEPADA SEGMEN KELOMPOK MARGINAL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PEMBAYARAN HONORARIUM NARASUMBER KEGI.ATAN SOSIALISASI
PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA SEGMEN KELOMPOK MARGINAL

PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG,

YULIANA SANDRTANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

agian Hukum
Manusia,

ttd

USARE

NO NAMA
JENIS

KELAMIN JABATAN
HONOR YANG

DITERIMA

1 YUSMAYADI LAKI-LAKI NARASUMBER Rp900.000
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